
P E RA T U RA N DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR:4TAHUN 2009
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRE-TARNT
PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERISIPIL REPUBUK INDONESIA

PROVINSI SUT.AWESI TENGGARA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGAR.A,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomo|l7 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik
Indonesia Provinsidan Kah.rpaten/Kota, dan dalam rargka pembinaan
karierdan pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi
terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Provinsi Sulawesi
Tenggara perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi
SulawesiTenggara;

bahwa sehubungan dengan pe'rtimbangan sebagaimana dimaksud
hurufa tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Pengurus Korps Pegaurai N€eri Sipil Republik Indonesia
Provinsi Sulawesi Tenggara.

o.
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 3 Tahun 1 g64 tentang penetapan peraturanpemerintah penooantiunoang-unolig ior* z r"hun 1 964 Tentangpembentu kan ollran li ns ;;,", il;"li i3"9"n cran Daerah ring rarI Surawesi renggara dengan mengubah undang-Undang Nomor4TPrp Tahun 1g60 tentang eembeniur,an oaeran ringkat I surawesiUta ra-Ten g a h cra n o_a 6ra h ri n g k J'iiu rawesi se rita n-Teng g"r"llembaran Negara Repubrik fioo*rl rahun 1964 Nomir 94Tambahan Lembaran Negara n"prOf i f, inoonesia Nomor 26g 7) ;Undang-Undang Nomor B Tahun 1974 tentang pokok-pokok
Kepegawaian (Lembar"n trt"g"r" R"prOtit Indonesia Tahun 1974Nomor55, Tambahan 

lgmOar5n flug"i" F"pubtik Indonesia Nomor3041) sebagaimana terah diubah ouGn unoang-Undang Nomor43Tahun 1 999 ( Lembaran Negara n"proi[ i rionesia Tahun 1 999 Nomor1 69' Tam bahan LembaranNegara n"pr or it I ndonesia rvoro,. iigor,
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan
Peraturan perundang_undangan (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2OO4 NomoiSS, fr.O"han Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Repubrik IndonesL rahun zoo+ rvomoi rzs,Tambahan Lembaran. Negara Repubrik Indonesia r.romor aqsz)sebagaimana terah diubah dua kariterakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Rerubahan K-eoua atar"unJ"ng_Undang Nomor 32 Tahun 2o0a tentang pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2oog Nomor 5g,Tambahan Lembaran Negara Repubtik inOonesia N"r;;;;);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Repubtik tndonesia Ta hun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negar:a RepubliklnOonesia Nomor443g);
Peraturan Pemerintah Nomor 1 @ Tahun 2000 tentang pen gan gkatan
Jabatan Strukutr:a I pegawai Negeri Sipil da lam Jabatan ;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang pedoman
organisasi Perangkat Daerah 1t-emoaran trregara Repubr ik rndonesia
Tahun 2007 Nomor g9, Tambahan Lembaran Negara Republik
fndonesia Nomor3952);

5.

6.

7.

8.

9.
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Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahrun2oo4 tentang pem binaanJiwa Korpsdan Kode Etik pegawair.r"guisipif 
;

Peraturan Daerah provinsi surawesirenggara Nomor2 Tahun 200gtentang Urusan pemerintanan yanj"fUenjadi f.r-.n"ng"nPemerintahan Daerah provinsi Sutawesi"Tenggara;
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Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Dan

GUBERN UR S U LAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATUMN DAERAH TENTANG 
'EMBENTUKAN 

ORGANTSAST DAN
TATAKERJA SEKRETARIAT PENGURUS KORPS PEGAWAI TTCCNiSTPiT
REpUBLTK TNDoNESTA(KoRpRr) pRovrNSr suLAWEsr rerucCnpq.'-

BAB I

KETENTUAN UMUM

pasal .l

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

't. Daerah adalah provinsi SulawesiTenggara;

2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Daerah provinsi Sulawesi
Tenggara;

3. Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Tenggara;

4. Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebd DPRD
adalah Da/van perwakilan Rakyat Daerah provinsi Sula!\,resi Tenggara;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah provinsi Sulawesi
Tenggara;

6. Dinas adalah Dinas dilingkungan pemerintah provinsi Sulawesi
Tenggara;

7. Lembanga Tehnis Daerah adalah Lembaga Tehnis Daerah
dilingkungan pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara;

8. Sekrelariat Pengurus Korps pegawai Negerisipil Republik lndonesia
Provinsi Sula\^,esi Tenggara yang selartufrya disirpkat dengan KORpRI
Provinsiadalah perangkat daerah provinsi yang dibentuk clalam rangka
melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan pega\,vai Negeri Sipil;

9. Sekretaris Korpri adalah Sekretjaris pengurus Korps pegawai Negeri
Sipil Republik Indonesia provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS

KORPRIPROVINSI

Bagian pertama

Kedudukan

pasal 3

(1) Sekretariat pengurus KORPRI merupakan bagian darl satuanperangkat daerah (SKpD) secara teknis operasional
bertanggungjawab kepada Dewan pengurus KORpRI provinsi dan
secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Gubernur
rnelalui Sekretaris Daeraf ,,

(2) Sekretariat Pengurus KORpRt provinsa Sutawesi Tenggara dipimpin
oleh Sekretaris.

Bagran Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal4

Sekretariat Pengurus KORpRI proyinsi mempunyai tugas melaksanakan
dukungan teknis operasional dan administrasi p;da Fengurus KORpRI
Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sJrta pemOinaan
terhadap seluruh unsurdalam lingkungan Sekretaiai pungrru" XOnent
Provinsi.

pasal 5

Palar.n.menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
l.asat 4, sekrelariat pengurus KORpRI provinsi mempunyai fungst :a. penyetenggaraan pengelolaan administrasi umum dan ke4asama;
b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, rnental

dan rohani;

c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial:
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a. peng koordinasian dan fasilitasi
Pengurus KORpRI provins|

penyeten ggaraan sekretariat

D. pelaksanaan tugas lain yang-ltberikan oleh Sekretarrs DaerahProvinsi dan Ketua pengurus KORpRI provinsi

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian pertama
Sekretariat pengurus KORpRI provinsi

pasal 6

(1 ) susunan organisasi seketariat pengurus KoRpRr provinsi terdiri dari ;a. Seketaris:

b. Bagian Umum dan Keqasama;

c. Eagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mentaldan Rohani.
d. Bagian Usaha dan Bantuan Sosial;
e. Kelornpok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi pengurus Sekretariat KORpRI
sebagaimana terc€ntum dalam lampiran peraturan Daerah ini;

(3) Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi Sekretariat KORpRt akan
ditetapkan dengan peraturan Gubemur.

Bagian kedua
Sek|btaris

pasal 7

Sekretaris Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan duxungan
teknis operasional dan adminstrasi pada pengurus KORPRI dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan tefiadap seluruh
unsur dalam lingkungan Sekretariat pengurus KORpRl.
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Eagian ketiga
Bagian Umlm dan Kerjasama

pasal 8

(1) Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan
penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan
kerjasama dengan inslansi pemerintah maupun pihak ketiga;

(2) Bagian Umum dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Pengurus
KORPRI Provinsi.

pasal I

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Umum
dan Keiasama mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan adminislrasi umum, sufat menyurat, tala usaha dan
kepegawaian,

D. penyusunan program anggaran dan kegiatan KORPRI di lingkungan
Pemerintah Provinsi:

c. penyelenggaraan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak
ketiga,

d. penyusunan laporan dan evaluasi:

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Pengurus Unit Nasional
KORPRI.

Pasal 10

(1) Bagian Umum dan Kerjasama terdiri atas :

a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;

b. Sub Bagian Kerjasama.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Kerjasama.
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Pasal 11

(l) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyar rugas
melaksanakan administrasi kepegawaian, persuratln, keuangan, penyiapan
taporan dan evaluasi,

(21 Sub Bagian Kerjasama mempunyaitugas menyiapkan bagan rencana progElm
dan kerjasama KORpRI dengan instansi pemerintah maripun prnat ketiga.

Bagian Keempat
Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani

pasal12

(1) Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan fiohani mempunyaitugas
melaksanakan koordinasi kegiatan olah rag, seni dan budava serta
melaksanakan pembinaan mental dan rohani;

( 1) Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental ctan Rc)r,.rni dipimpin oleh seorang
Kepala Bagian yang berada di bawah clan b€r tanggungjawab kepadi
Sekretaris Pengurus KORpRl.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Bagian
Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani meml),,nyai fungsi :

a. penyetenggaraan pembinaan dan pengembangan olah ragai

b. penyelenggaraanpembinaan, pengembangansenidanbudaya;

c. pelaksanaan pembinaan mental dan rohani;

d. penyusunan laporan dan evaluasi;

e. pelaksanaan tugas lain yang cliberikan oleh Sekr, , PenqurusKORpRl.

pasal 14

(1) Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mentat dan f( . rterdrri atas:
a. Sub Bagian Otah Raga, Seni dan Budaya;

b. Sub Bagian Mental dan Rohani.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Olah Raga, Seni,
Budaya, Mental dan Rohani
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Pasal 15

(1) Sub Bagian Olah Raga, Senidan Budaya mempunyaitugas menyiapkan
bahan dan program pelaksanaan pembjnaan dan pengembangan kegiatan
otag raga, seni dan budaya;

(2) Sub Bagian Mental dan Rohani mempunyaitugas menyiapKan program,
pelaksanaan pembinaan mentai dan rohani metilui kegiatan keagamaan.

Bagian Kelima
Bagian Usaha dan Bantuan Sosial

pasal .16

( 1) Bagian Usaha dan Bantuan Sosial mempunyai tugas menyusun kebuakan
oan program kegialan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggora dan
memberikan bantuan sosial:

(2) Bagian Usaha dan Bantuan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekerarjs KORpRl.

Pasal 1 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasat 16, Bagian
Usaha clan Bantuan Sosial mempunyaifungsi :

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program kegiatan kewrausanaan;
b. pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anggota,

c. pel?ksanaan kebijakan pemberian bantuan kepada anggota datam keadaan
sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musib;h lain:a. pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan terhadap permasalahan
kedinasan;

b. penyusunan laporan dan evaluasi;

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris pengurus KORpRl.

pasal 18

( 1) Bagian Usaha dan Bantuan Sosial terdiri atas :a. Sub Bagian Usaha dan Kesejahteran;

b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Sosial.
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(2) Sub Bagian dipimpin oteh:-e?gnS Kepata Sub Bagian yang berada dibaw€h dan berrangsungjawab kepa-d" xLp"r"-dJgllrullill o"n e"ntr"n

Pasal 1 9

(1) Sub Bagian Usaha dan tk"b,ak;n;r"s;;;ffi fi ?:j;,:::flrHru?'#lT:..ff H::Iffi l?(2) Sub gagian Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas menyiapl€n bahankebijakan dan pemberian bantuan kep"d; ;;;LL;#;mengarami sakit,kematian, kebakaran, bencana alam dan rnr-aiO"nl"r."una pemberianbantuan hukum dan dukungan terhadap permasarahan kedinasan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugastekn'sKoRPR|sesuaibidangkeah|ianoantJoutunan

pasal2l

(1) Kelompot Jabatan Fungsionarsebagaimana dimaksud daram pasar20, terdirioan sejumtah pegawai Negeri SipiiOafam;eniang.iabliai tungsionat yangterbagidatam berbagai kelompok s".""i d;;; i;;;;;;y" ;(2) KelompokJabatan Funosional sebagaimana dirnaksud pada ayat (t) dipimpin
:l",ljiills r"iasa iunssionar de"i"r. y;il ;id;r,il;i c,bem,r dandatam rnetaksanakan tuoasnya bertanggung j"rilab,ffiol #*n" o"l*nPengurus KORpRt:

(t) 
*:,:l^*_!t3r Fungsional sebegaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukanDerdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atasdiatur sesuai peraturan perundang_rnOangan y"ng Ouri;kr.
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BAB V
TATA KERJA

Pasal22
Dalam melaksanakan tuoas 

-sekretaris 
KORpRl, Kepala Bagian, Kepala Sub

,?:,il1i*?[?:trtr/,*J'*Ile::"",0;,;;';il#;"kretariarKoRpR,
s"i'"t",,.t,"!,i;'ffi :f#[::l :,f ::X.J:,iily".ffi:: :TfllT::?;;;

Pasal 23
Seketaris KORpRI menqawi
oanor"t.,.lalipe;ilffi H:l#ffi ;:ilIi,,ffi i:ilr*Hf ,ffi l:#X?::sesuar ketentuan peraluran perunda"g-r"o""g"i;";;; ffi ;,

Pasal24
Sekretaris KORpRI bertano(
bawahannya masing-r"rino!9:9la3b-l 

t".TiTPin dan mengkoordinasikan
petarsanaan tuga;;;#il temberikan bimbingan s€rta petuniuk lerhadap

Pasal 25
Kepala Bagian dan Kepala Sub.Bagian wajib mengikuti dan mematuhi pelunjukdan bertanggung jawab pada atasJ""v" ,n*irg;"";il"rtl."ny"rp"',"n
raporan berkala lepat pada waktunv " 

"

pasal 26

ffl5fi:|iilffi:iHlX?Fl *-retaris KoRpRr dari bawahannya, wajib
urruk memberika-n *,,"ir*i"*,1,1?Xl|!:TJ:l::*.,aporan reoin ran.i't oin

pasal27

Dalam menyampaikan laporan lebih lanJut, tembusan wajib disampaiKan pulakepada Satuan organisasi tain yang secara fungsion"irii.,!Jny", nrorng"n

pasal 28

R:j1T,i:,."I,*"akan rugas, Sekretaris KORpRt provinsi dibanru oteh Saruanurganrsasi bawahannya Oan A_a_f a1. rap 
f 
a pemberian Oi,n-O,ngan LepaC"Dau/ahannya wajib mengadakan rapat berkala.
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BABVI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN

DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 29

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struKural
dilingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI, berpedoman pada peraturan
perundangan-undangan yang berlaku;

Seketariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi diangkat dan diberhentikan
oleh Gubemur atas usul Sekretaris Daerah:

Seketariat Pengurus KORPRI adalah eselon ll.b;

Kepala Bagian lingkup Sekreiariat Pengurus KORPRI adalah eselon lll.b;

Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat Pengurus KORPRI adalah eselon lVa;

Pejabat eselon llldan lVdi lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRIProvinsi
diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekrelaris Pengurus
melalui Seketaris Daerah:

(7) Pengangkatan Jabatan Fungsional disesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

(8) Formasi clan persyacrtan jabatan Seketariat Pengurus KORPRI ditetapkan
dengan Peraluran Gubemut sesuai pedoman yang ditetapkan oleh
Pemerinrtah.

BABVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan terbentuknya Seketariat Pengurus KORPRI Provinsi Sulauesi Tenggara'
maka Sekretariat Dewan Pengurus KORPRlyang ada sekarang dinyatakantidak
bedaku lagi.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal3l

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

nmrsaip orag nEnge'tduiny€, rnernerintdkan pergrtdangan fu'a[ran Daerdl
ini dengan penempatannya delam Lernbamn Daerah Pror/insi Sula iesiTenggara'
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Ditetapkan di Kendari
pada tanggal: 18 Mei2009

GU BERNUR SULAWESI TENGGARA,

H.NUR ALAM

Diundangkandi :Kendari
padatanggal : '18 Mei2009

SEKRETARIS DAEMH PROVINSI
SULAWESITENGGARA,

H. ZAINALABIDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2009 NOMOR :4


